I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kesehatan adalah hak yang dimiliki oleh setiap orang sekaligus anugerah dari
Tuhan kepada umatnya. Hal ini dipertegas dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor
36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan(selanjutnya disebut dengan UUK) yang
menyebutkan bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh
derajat kesehatan yang optimal. Merupakan hal yang sangat wajar dan manusiawi

apabila setiap orang berupaya menjaga kesehatan terhadap tubuh dan jiwanya.

Upaya masyarakat dalam mencapai kebutuhannya yaitu kesehatan dirinya adalah
dengan upaya pencegahan dan pengobatan. Upaya pencegahan (preventif) dapat
dicapai dengan menjalani pola hidup sehat. Pola hidup sechat adalah berolahraga
secara teratur dan menjalankan gaya hidup sehat dengan tidak merokok dan tidak
meminum-minuman keras. Sedangkan apabila kesehatan sudah terganggu atau
mengalami penurunan maka upaya yang dapat ditempuh adalah upaya pengobatan
(kuratif). Secara umum pengobatan di dunia kesehatan terbagi menjadi dua jenis,

yaitu:'

! http://kesehatan.kompasiana.com/alternatif/2010/10/04/antara-pengobatan-medis-dan-alternatif/
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1. Pengobatan medis adalah pengobatan dengan cara pengobatan yang
berhubungan dengan perawatan kesehatan dan pemulihannya dengan
menghilangkan penyakit yang dilakukan oleh orang-orang dengan profesi
dalam bidang medis.

2. Pengobatan nonmedis adalah pengobatan yang menggunakan pengobatan

tradisional.

Masyarakat Indonesia yang tingkat kemajemukannya tinggi dengan beragam
kultur budaya, membawa pengaruh terhadap beragamnya metode pengobatan
disamping metode pengobatan dalam dunia kedokteran modern, yakni pengobatan

tradisional.

Pengaturan tentang pengobatan tradisional diatur dalam UUK. Pengertian
pelayanan kesehatan tradisional dalam Pasal 1 Angka 16 UUK yaitu pengobatan
dan atau perawatan dengan cara dan obat yang mengacu pada pengalaman dan
keterampilan turun temurun secara empiris yang dapat dipertanggungjawabkan
dan diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Pengobatan
tradisional merupakan salah satu upaya pengobatan dan atau keperawatan cara
lain diluar ilmu kedokteran dan atau diluar keperawatan, sebagai upaya
peningkatan kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (preventif), penyembuhan
penyakit (kuratif) dan atau pemulihan kesehatan (rehabilitatif), sebagaimana
dijelaskan pada Pasal 12 ayat (1) dan (2) Keputusan Menteri Kesehatan Nomor
1076 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional (selanjutnya
disebut dengan KepMenKes Nomor 1076 Tahun 2003). Adapun pengobatan

tradisional yang dilakukan oleh tenaga medis disebut dengan pengobatan



komplementer-alternatif, yaitu pengobatan non-konvensional yang ditujukan
untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat meliputi upaya promotif,
preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang diperoleh melalui pendidikan terstruktur
dengan kualitas, keamanan, dan efektifitas yang belum diterima dalam kedokteran

konvensional.?

Pengobatan tradisional dapat disebut dengan pengobatan alternatif, karena
tergolong pengobatan non-medis. Sistem pengobatan alternatif ini cukup
berkembang di masyarakat. Hal tersebut didorong oleh beberapa alasan, beberapa
diantaranya adanya pemikiran bahwa sistem pengobatan alternatif lebih baik
daripada sistem pengobatan medis. Selain itu murahnya biaya pengobatan dengan
sistem pengobatan alternatif semakin mendorong berkembangnya sistem
pengobatan alternatif di masyarakat. Perkembangan pengobatan alternatif saat ini
semakin populer dan menarik banyak peminat, hal ini juga dipengaruhi oleh
beberapa faktor yaitu, faktor sosial, faktor ekonomi, faktor budaya, faktor
psikologis, faktor kejenuhan terhadap pelayanan medis/pengobatan konvensional,
faktor manfaat dan keberhasialan, faktor pengetahuan, dan persepsi tentang sakit

dan penyakit.’

Berdasarkan cara pengobatannya pelayanan kesehatan tradisional terbagi menjadi
pelayanan kesehatan tradisional yang menggunakan keterampilan dan pelayanan

kesehatan trdisional yang menggunakan ramuan, hal ini dijelaskan dalam Pasal 59

’Lihat Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1109/MENKES/PER/IX/2007
tentang Penyelenggaraan Pengobatan Komplementer-Alternatif di Fasilitas Pelayanan Kesehata.
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UUK. Akupuntur dalam klasifikasi jenis pelayanan kesehatan tradisional termasuk
dalam pelayanan kesehatann tradisional menggunakan keterampilan, karena
pengobatan akupuntur dalam melakukan pengobatan menggunakan alat gerak
dan/atau alat bantu yaitu jarum akupuntur yang memerlukan keterampilan khusus

dalam penggunaannya.®

Akupuntur merupakan pengobatan yang dilakukan dengan cara menusukkan
jarum di titik-titik tertentu pada tubuh pasien dengan maksud mengembalikan
sistem keseimbangan tubuh. Pengobatnya disebut akupunturis. Akupunturis tediri
dari tenaga non-medis dan tenaga medis. Akupunturis tenaga non-medis yaitu
Akupunturis yang telah memiliki Surat Ijin Pengobatan Tradisional (SIPT)
sebagai salah satu tenaga pengobatan yang dapat memberikan pelayanan
kesehatan baik itu perorangan atau berkelompok, dalam hal ini yang dimaksud
seorang akupunturis sebagai pengobat tradisional adalah masyarakat umum yang
melakukan praktek pengobatan akupuntur. Akupunturis tenaga medis yaitu
seorang dokter yang melakukan pengobatan akupuntur di fasilitas kesehatan.
Pengobatan akupuntur yang dilakukan di fasilitas kesehatan termasuk dalam
pengobatan komplementer-alternatif, karena pengobatan akupuntur merupakan
pengobatan non-konvensional yang dilakukkan oleh tenaga medis konvensional,
sehingga yang melakukan pengobatan disebut tenaga pengobatan komplementer-

alternatif.

Pihak yang menerima pelayanan kesehatan ini disebut pasien. Antara kedua pihak

ini kemudian terjadi suatu hubungan hukum didasarkan pada suatu perjanjian

* Lampiran Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1076 Tahun 2003 Tentang Penyelenggaraan
Pengobatan Tradisional butir A.



terapi akupuntur.’

Dikatakan sebagai perjanjian karena adanya kesanggupan dari
dokter untuk mengupayakan kesehatan dan kesembuhan pasien. Timbulnya dan
adanya perlindungan hukum terhadap pasien sebagai konsumen didahului dengan

adanya hubungan antara akupunturis dengan pasien. Hubungan hukum antara

akupunturis dan pasien ini didalamnya memuat hak dan kewajiban para pihak.

Pelaksanaan terapi yang dilakukan oleh akupunturis adalah hasil dari informasi
yang diberikan oleh pasien dan diagnosa yang dilakukan terhadap pasien. Dalam
upaya pengobatan dapat timbul akibat dari tindakan terapi tersebut sebagai contoh
suatu kesalahan salah tusuk jarum pada titik akupuntur, yang menimbulkan
memar atau timbul lingkaran merah dibagian titik akupuntur. Tak dapat
dipungkuri bahwa seorang akupunturis adalah manusia biasa yang terbatas
kemampuannya dan dapat melakukan kesalahan baik yang melanggar hukum
maupun yang melanggar profesinya. Kesalahan ataupun kelalaian yang dilakukan
seorang akupunturis dapat berakibat fatal baik terhadap badan maupun jiwa

pasiennya, dan hal ini tentu saja sangat merugikan bagi pihak pasien.

Pengaturan tentang perlindungan pasien telah diatur secara jelas dalam UUK yang
menjelaskan tentang hak-hak seorang pasien, sehingga adanya UUK tentunya
akan membawa pengaruh terhadap upaya pelindungan hukum terhadap pasien
sebagai pengguna jasa pelayanan kesehatan tradisional yaitu pengobatan
akupuntur. Selain itu, karena kedudukan pasien adalah sebagai konsumen jasa,

maka perlindungan hukum terhadap pasien juga diatur dalam Undang-undang

5Perj anjian pengobatan akupuntur antara akupunturis dan pasien dilakukan secara lisan, hal ini
sesuai dalam asas-asas perjanjian yaitu asas konsensual yang mengandung arti perjanjian terjadi
sejak tercapainya kata sepakat antara pihak-pihak mengenai pokok-pokok perjanjian. Asas inilah
yang dijadikan dasar pembenaran terjadinya perjanjian secara lisan.



No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UUPK),
dimana seorang pasien bertindak sebagai konsumen pengguna jasa kesehatan,
sehingga pengaturan dalam UUPK tentunya akan membawa pengaruh juga
terhadap upaya perlindungan hukum terhadap konsumen yang memanfaatkan jasa,

yaitu jasa pelayanan kesehatan tradisional.

Berdasarkan masalah-masalah yang dikemukakan dalam latar belakang pemikiran
tersebut, untuk meneliti permasalahan ini, maka penulis melakukan penelitian
dengan judul skripsi ”Aspek Hukum Pengobatan Akupuntur Ditinjau dari

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan”.

B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada latar belakang diatas, maka
yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

a. Apa yang menjadi hak dan kewajiban akupunturis dan pasien dalam

pengobatan akupuntur?

b. Bagaimana akibat  hukum apabila terjadinya malpraktek pengobatan

akupuntur terhadap pasien dan penyelesaiannya?

2. Ruang Lingkup

Permasalahan dalam penelitian ini memiliki ruang lingkup bidang ilmu dan ruang
lingkup bidang materi. Ruang lingkup bidang ilmu yang digunakan adalah hukum

keperdataan (hukum ekonomi), yaitu tentang Hukum Perlindungan Konsumen.



Khususnya perlindungan hukum tentang hak-hak sebagai pasien dalam pelayanan
pengobatan tradisional khususnya pengobatan akupuntur. Ruang lingkup bidang

materi karena hilangnya hak-hak pasien akibat terjadinya malpraktek.

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:
a. Hak dan kewajiban akupunturis dan pasien;
b. Akibat hukum apabila terjadinya malpraktek akupuntur terhadap pasien dan

penyelesaiannya.

E. Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan mempunyai dua aspek kegunaan yaitu

kegunaan teoritis dan kegunaan praktis.

1. Kegunaan Teoritis
Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai upaya
perluasan wawasan keilmuan dan peningkatan keterampilan menulis karya
ilmiah dalam rangka pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum
ekonomi tentang perlindungan konsumen pada khususnya yang berkaitan
dengan hak-hak konsumen, bentuk pertanggung jawaban pihak yang

bertanggung jawab dan upaya penyelesaian sengketa konsumen.



2. Kegunaan Praktis

a.

Bagi pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan
agar pemerintah secara konsisten untuk dapat melakukan pembinaan dan
pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen;

Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan
bacaan dan sumber tambahan informasi kepada masyarakat sebagai
konsumen mengenai hak-hak konsumen untuk meningkatkan kesadaran,
kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri dari pelaku
usaha yang tidak bertanggung jawab terhadap upaya pengobatan yang

dilakukan.

. Bagi dunia usaha, penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan

masukan kepada para pelaku usaha tentang pentingnya perlindungan
konsumen sehingga menimbulkan sifat dan sikap jujur serta bertanggung

jawab dari pihak pelaku usaha.



